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MENELISIK POTRET NEGARA KESEJAHTERAAN
PASCA PEMILUKADA

Winardi

Abstract

Area autononty and general election of regional lewder nof
yet born fruit beloved to local society, poormess number and
unemployment level still high relative. Prosperity state and realize
ts prosperity of him become indicator efficacy of yovernment in
managing state, Tired cause or ils do not the target of stale cun
become efficacy size measure and fuilure of state run its function.

Keyword:  Prosperity State and General Election Of Regional
Leader

A, PENDAHULUAN

Setelah Indonesia dengan tegas menyatakan dirinya
sebagai negara kesejahteraan, dan otonomi diberikan kepada
daerah, bahkan rakyat di daerah diberi kesempatan memilih
pemimpinnya sendini melalui pemilukada, termyata tujuan
negara untuk menseahterakan rakyat belum kunjuryg jug
menjadi kenyatuan. Angka kemiskinan yang diperkirakan
masih berada pada level 1% persen dan tingginva tingkal
pengangguran yvang mencapan A0 putaan

Apalagi pendidiban masth relatit mahal, walaupin
ada beberapa daerall yang menggratiskan SP1 aban bebagh

Jurnad Ramiiiial. oo v A e 14/
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persoalan pendidikan bukan Imn:'n Imm-..nlnh HI]:LH__:.:::}:
iangkau, baju seragam, buku dan kualitas yang, semg a
:‘:'Ili-!nh:l:f-'ll Im;rrii masa depan peserta didik. Ditambah lag;
dengan adanya UU No. 9 Tahun 2009 Tentang Badan IHuku.m
Pendidikan, kian menjadikan pendidikan hanya terjangkau
bagi mercka yang berduit saja. .
Layanan kesehatan belum juga turjanglkau‘ bag,i Iwurgu_
miskin. Demikian juga dengan layanan publik Iamn}f.? seperti
telekomunikasi, penyediaan air bersih, transportasi dalam
kondisi vang cukup memprihatinkan. _
Sementara dalam spektrum aktor, dilema nfmih F!J'b"lrll
sebagai korban dalam jurang kemiskinan hagm!mn SIL;::;
tanpa henti, Seperti permasalahan cuaca, harga ]ual.gaq. lx
yang menurun sampai kepemilikan lahanr yang sempit telah
menjadi tragedi tanpa solusi yang, tak kunjung datang,

Berdasakan data BPS, 64, 2 diantara 31 juta pendudu!l-;
miskin berada di pedesaan dan mayoritas m.ia'iah P.t!Il.i‘H'll
Kondisi seperti itu hanya menghadapkan petani dua pilihan
berani berutang atau rela menahan lapar.

Kondisi belum tercapainya kesejahteraan rakj‘u.'u ini,
dimanfaatkan sepenuhnya partai politik peserta pemﬂu. _EI-H‘rI‘I
lalu, hampir semua partai politik dan calon anggota legishatit
membawa kabar segar dan angin surga untuk mengurmlq.-.u
pengangguran, membuka lapangan kerja, m-:n.genm.-.l LTLH
mengurangi kemiskinan serta meningkatkan kuﬂllh—ﬂﬁ fay .ufm.:
amum, akan tetapi janji itu hanya scbatas retorika politi
belaka.

B. PEMBAHASAN B
1. Negara Kesejahteraan dalam Perspektif Teoritik

Teori Negara Rescphieraan mes adi landasan kedudukan

dan fungsi pemerint

148 fmrnml il ol A A 1 el ST

ah dalam negara-negara moderm Negrara
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hesegabiteraan merapaban antitesis  dane oogara hokum
tormal (klisik ), vang dilancasd pemikivan antok mebak ik
pengawasan vang ketal ethadap penyvelenggara kekuasaan
negara negara, khsusoya chsekatif vang pado masa monark

absolut telah terbukn banvak molakukan prenvalahgu i
kekuasaan,

Tujuan pokok negara kescjabteraan antara i (1)
mengontrol  dan mendayvagunakan sumber  dava sosial
ekonomi untuk kepentingan publik; (2} menjamin distribusi
kUk:’l.}'dJ.]ﬂHE‘t'ﬁl'ﬁ adildan meralta; | ’l}ml'nﬂurdn}u koenvishaien,
(4) menyediakan asuransi sosial bagi masvarakat miskin: (5)
menyediakan subsidi untuk layanan sosial bagi disad o
people: (6) memberikan proteksi sosial bagi tap wiarpa para,

Teori Negara Kesejahteraan menjadi landasan koduduban
dan fungsi pemerintah dalam negara-negara modern. Nogar
kesejahteraan  merupakan antitesis dari negara  hukum
formal (klasik), vang dilandasi pemikiran untuk melakukan
pengawasan yvang kelat lerhadap penyelenggara kekuasaan
negara, khususnya eksekutif yany, pada masa monarki absolut
telah terbukti banvak melakukan penyalahgunaan kekuasaan,

Teori negara kescjahteraan sejalan dengan konsep negara
hukum modern dimana paham negara hukum modern
merupakan antitesis dari negara hukum klasik, dimana tugas
negara tidak lagi semata-mata untuk menjaga pertahanan dan
keamanan negara akan twetapi jupa mewojudkan kesejahteraan
masyarakat.’

1 Amich Athamanm, 20005 Negenr Kesopaieraan” Aoikel oi TLaran Kompas, 16

Oktober 2005

2 Teart acdalile sebuali sistem jroposisi-progosisi (Propeses merpaban

pernyataan ientany, sitat domiienon) atas sl rog kb Gerpod i da peopesis
prroposisd i, o bevarts Baliva P preoposist adalali kosmpomesy presibeitik
fesor. P'I‘l'r]'ll'h“i.'i-i-]ll:ﬂ;ln-.l'.l Wan B bewang bl bockall st nh'll;r;.lrl Latrwv '.-|'|||ur1_|-'.|
III'IL"I'liﬂi.“ STTARL oalitois sasdivin Vg fowaiebin, Colely Jodan Dvilanw Mpmilnngsian Fesaid
tll-ﬁnlil'-l'lhtllkilﬁ s limgian ivibsamngtinne sebigal ook S SR TPISTETTEN | ST [T ST P
sebagal wser dosar, mvaba dibsiailaly dosding ek vmmgian padon oo b ik
Libin ik sakio 1II'II]'..II| y gt (111} ll“"'J“'H- Tl o Vg satm ekl sl
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Studi-studi  komparatit utama  lentang anlfure shale
diwarnai oleh beberapa studi. Pertana, studi oleh Titmus
vang menyelidiki karakter dan perkembangan welfare state
dan melihat adanva tipe welfare state (a) sistem kesejahteraan
vang residual dan (b) yang Institusional / Komprehensif;
studi Titmus masih tetap berguna untuk menjadi dasar untuk
mempelajari ciri-ciri dan dinamika rezim welfare state.

Kedua, studi-studi  oleh Esping Anderson tentang
tiga tipe rezim kesejahteraan menjadi tiga macam model:
Skandinavia/sosial-demokrat, Kontinental / konservatif, dan
Anglo Saxon/ liberal. Rezim kesejahteraan dinilai dengan dua
kriteria: sejauh mana tingkat dekomodifikasinya dan sejauh
mana kemampuannya dalam penciptaan pelapisan sosial
yang baru.

Ketiga, studi-studi lebih mutakhir tentang welfare state di
era pasca-Reagan di Amerika Serikat dan Thatcher di Inggris
kemudian lebih banyak menyoroti surutnya atau menciutnya
welfare state, seperti dilakukan oleh Pierson, Huber dan
lainnya. Suatu jalur studi yang penting karena welfare state
dianggap telah dilucuti habis dan atau bahkan telah dihapus.

Kescjahteraan  umum  sebagai  kesejahteraan  yany,
harus diusahakan oleh negara, harus dirumuskan sebagai
kesejahteraan yvang menunjang tercapainya  kesejahteraan
anggola-anggota masyarakat Dengan demikian kvsejahh-maq
umum dirumuskan schagai jumlah syarat dan kondisi
vang, perlu tersedia agar para anggota masvarakal dupaF
sejahtera. Kesejahteraan umum dapat dirumuskan w_lmp,u
“keseluruhan prasyarat-prasyaral sosial yang, memungkinkan
atau mempermudah manusia untuk mengembangkan semua

ik egdeinn, oxabka tesbentb ol puangan. Apalila bato bate ~dmssh adalinh
komsep, sl abiding, wembk dmuh” adalah Proposist, maka “amah” lonah

adalal weore Eibat Jodv LOEL Dvalaniw, JHE Roormsiraibesd (e, Bodupibaen dun o
Jakarta: Cirsmlin hlm 18
3 Dharmniswan Ui il de Taigimg Babagago, STRE My Mg Besralihis
nn Fakarta LIS oo Pechomprslan Prokoamrma, bl R03%- (804
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nilainya”, abau sebagor Cfuimdal semina Koodist kehidggpan
sostal - yvang hipedukan apar masing masing  iodividi,
keluarga-keluarga,  dan kelompok J-.t'lulllln-l. masyvarakat
dapat mwencapai beatuhan atan perkembangan nwecka
dengan lebib utuh dap cepat™ !

Negara kesejahteraan pada dasarnyva, mengacu pada
peran negara vang akbif dalam mengelola dan mongorganisasi
dan mengelola perekonomian yany, di dalamnya mencakap
tangungjawab  negara  untuk  menjamin kotersediaan
pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkatan wertentu bag)
warganya.

Para pendiri negara  dalam  merumuskan  citacila
bernegara dalam UUD 1945 menjatuhkan piliban puda
negara kesejehateraan. Pembukaan UUD 1945 mencgaskin
bahwa .. "Pemerintah melindungi segenap bangsa dan
seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, dan
mencerdaskan kehidupartbangsa”.

Ada beberapa alasan mengapa suatu pemerintahan
memilih sistem negara kesejahteraan. Beberapa di antaranya
akan dikemukakan di sini, Alasan-alasan terscbut menjadi
tujuan sekaligus juga menjadi alat ukur kesuksesan dalam
menjalankan sistem negara kesejahiteraan. Ada enam hal vang
diajukan sebagai alasan mengapa kita harus memilih negara
kesejahteraan. Yang pertann adalah untuk mempromosikan
efisiensi ekonomi; kedue untuk mengurangi kemiskinan; kefren
mempromosikan  kesamaan sosial (socnl equality);  keempat
mempromosikan inteyrass sostabataw moeng hindarkan ekslusi
sosial: kelima mempromosikan stabilitas sosial; dan vang
keenam mempromoesikan otononn atau kemandirian individ

4 Frapsé Magnis Susemin 1900 ERLa Pdeted. Premaip oo Moral Eiasar Bonrgarman
Mo, Lakarta, Gramedin iastaka Llgaiea, llm VI
5  Fim Peneliti PSUE Umiv, Paromailosa, 508 Segavie Koweialeteraaat aio { dvisilisin

Pengenehan e Kebuakan oave Deebaoilongan Pisgafaren, Jidoarra; T3k 1wy pisiias
Poaramlin, hiog, 20-72
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Cin wtama negara kesejahteraon adalah munculoya
kewajiban pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan
umum  bagi warganyva, Dengan kata lain, ajaran welfire
state: merupakan bentuk konkret dari peralihan  prinsip
stilsonthowding,  yong  membatasi  peran  negara  dan
pemerintah untuk mencampuri kehidupan ekonomi dan
sosial masyarakat, menjadi stnatsbemoetenis yang, menghendaki
negara dan pemerintah  terlibat aktif dalam  kehidupan
ekonomi dan sosial masvarakat, sebagai langkah untuk
mewujudkan kesejahteraan umum, di samping menjaga
ketertiban dan keamanan (rust en orde).

Salah satu penyebab tidak tercapainva kesejahteraan
adalah karena negara vang berpihak. Mengapa negara
berpihak? Menurut Ariet Budiman, © secara teoritik paling
tidak ada tiga jawaban untuk persoalan ini: Perfama, negara
hanya merupakan alat dari kelompok lain yang lebib berkuasa
(Teori Marxis klasik). Dalam pandangan ini, negara tidak
mandiri, tidak bisa memutuskan sendiri. Dia tergantung pada
kekuatan yang lebih besar yang ada di Tuar dirinya.

Kedun, negara merupakan lembaga vang mandiri, yang
nenutuskan berdasarkan apa vang dia anggap baik. Dia bukan
alat kelompok mana pun (Teori Negara Organis). Kalaupun
dalam kebijakannya negara termyata berpihak, im dilakukan
atas dasar kesadaran dan perhitungannva sendiri. Mungkin
pemihakan ini dilakukan karona kedekatan psikologis antara
pejabat negara dan clite yang ada di masvarakat (Teor
Miliband), atau nepara memiliki misinya sendin untub
menciptakan sebuah masyarakat vang ideal (Teori Hoegol,
Teori Negara Organis, dan Teori Marxis tentang Diktatos
Proletaral)

& Ariel Budian, 19857 Fion '.--H.ur.. vurd, hekpahder dan dsedogi, Likartta
Gramestia Pustaka Lo, bl 120
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Ketuga, negara pada dasaimy o manidin, fetapet el boriboad
pada sebualsisten ehonomi politk (atau kondise straktarad)
yang, memboat hemandioannya erbatas (Tooet Poalantzas
dan Block). Bila negara memituskan scauato di baar batas
batassistem ataustruk g v ada, negara it aban mengalam
banyak kesulitan; bahkan keberadaannva terancam.

Teori negara kesejahteraan sejalan dengan honsep negara
hukum modern dimana paham negara hubum  modern
merupakan antitesis dari negara hukum klasik, dimana tuga
negara tidak lagi semata-mata untuk menjaga portahianan dan

keamanan negara akan tetapi juga mewujudkan kesepaliteraan
masyarakal

Ciri atau karakteristik negara hukum modern atau negrara
hukum kesejahteraan dapat digambarkan sebagai beriku -

a. corak negara adalah “welfare state”, vaitu negara

yang mengutamakan kepentingan rakyat,
.- " '

b.  Negara ikut campur tangan dalam semua lapangan
kehidupan masyvarakat.

¢ Ekonomiliberal telah diganti dengan sistem ekonomi
vang lebih dipimpin oleh pemerintah pusat.

d. Tugas dari “welfore state” yaitu menyelengparakan
kepentingan umum,

e, Tugas negara adalah menjaga keamanan dalam arti

luas, yaitu keamanan disegala lapangan kehidupan
masyarakal

2. Negara Kesejahteraan dalam Rezim Otonomi Dacrah

Makna Pembukaan UL J945 terhandung  citacita
untuk mewuojudkan keadilan sosial bagi selurub rabyvat
Indonesia, hal ing berarti diperlukan poming katan pescdapuitin

B bvan Mustata o (ko ok Eikany  Aiderirmatean Moo, Pl
Adwmnni, Dl 144
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masyarakal  wvanyg  berkeadilan,  dan hdak  dapat hanya
menekankan salah satu dari keduanya, Sejalan dengan misi
memajukan  kescjahteraan umum seperti yang  terdapat
dalam  pembukaan, penekanan pada sisi keadilan pada
dasarnva berkaitan cral pembagian dari hasil produksi atau
pendapatan akan mengakibatkan hanya kemiskinan vang
terjadi dan dibagi-bagi®

Sebaliknyva penekanan pada sisi kemakmuran akan
menyebabkan terabaikannya keadilan dalam pembagian hasil
produksi dan pendapatan, dan itu bertentangan dengan sila
pertama KeTuhanan Yang Maha Esa karena Tuhan Itu maha
adil dan menginginkan terselenggaranya keadilan yang pada
gilirannya akan bertentangan pula dengan sila Kemanusiaan
yang adil dan beradab dan sila-sila lain.

EEiEI].a_n dengan maksud dan tujuan  tersebut, maka
LUUD 1945 di samping sebagai konstitusi di bidang politik.
juga menegaskan diri scbagai konstitusi di bidang ckonomi.
Idealnya semua kebijakan ekonomi yang dituangkan dalam
bentuk undang undang harus tunduk di bawah dan lidak
boleh bertentangan dengan Undang Undang Dasar sebagai
konstitusi ekonomi. *

Perubahankeempat UUD 1945, pasal-pasal perekonomian
dirumuskan dalam bab tersendiri, yaitu Bab XIV tentang
“Perckonomian dan Kesgjahteraan Sosial”, adalah sebagai
berikut :

Pasal 33

(1) Perekonomian  disusun sebagai usaha  bersama

berdasar atas asas kekeluargaan

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara

dan vang menguasai hajat hidup orang banvak
B Ko Bomsbiosg, AR ko L Nkl Akdennd Bapien © omperohwnsil Laonp
Koeeetibuar Mpetaerg Pevebulien LIDIEY Magera BU Datpin 000, lakarts MR RY

L 1|.|_11h -"u.\||nl:1|.||i MININ Mosvimbubingel § hoioommmad, Jabaarta  Veviai il Nk I-.|||||||.|l.
Tl 2 2t
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dikuasan olely Wgtaiag

(%) Bumnd dan ane dan bebayaan alam vang terkandung,
didatammya dikoasan oloh Negara dan diganakan
sebesar bosarnya antuk kemakmuran rakyal

(4) Perckonomian nisorial dhiselonprarakan
berdasar atas demokrasi ckonomi dengan prinsip
kebersamaan, efisiensi-berkeadilan,  berkelanjutan,
berwawasan lingkungan, kemandirian sorta dengan
menjaga  keseimbangan  kemajuan dan kesatuan
ekonomi nasional

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal
ini diatur dalam undang-undang

Dasar-dasar perckonomian dan kegiatan perekonomian
dalam Pasal 33 bukan sebagai sesuatu yang berdiri sendiri
melainkan berkaitan démgan kescjahteraan sosial, Pencapaian
kesejahteraan sosial dalam negara Indonesia yang merdeka
tidak semata-mata menjadi tanggungjawab masyarakat,
melainkan menjadi tanggungjowab negara. Pasal 33 dan
juga asal-pasal yang, lain (Pasal 1 dan Pasal 32, mewajibkan
kepada pemerintah untuk pro-aktif dalam mengusahakan
tercapainya kesejahleraan rakyat Ini berarti negara Indonesia
yang merdeka adalah negara kesejahteraan (ielfare state).

Pilihan para pendiri negara tentang negara kesejahteraan
ditegaskan pula Pembukaan ULUD 1915 vang menyatakan
bahwa ...."Pemermtal melindunyt segenap bangsa dan seluryl)
tumpal darady, memapihan hesephteraan wmien, dan mencerdashin
keludvpan bangsa”

Ketentuan UL 1945 berkaitan dengan  neguira
kesefahteraan gavung bersambut dengan amanat kovenan
hak-hak ekonomi, sosial dan budava (ckosob) Sebagian g

Wh Pgir Maman, %5t fumbadi dan Prrkpmbimgm Kowafifsm Ssaafe P

Bonialuings Mamdan Maji il "

Dl WimaBimil, i v Mo © B M %
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dari fatermatsntal Il of homan vights kedudukan hak-hak
ekonom, sosial dan budava sangat penting dalam hukum
hak asasi manusi intermasional; e menjadi acuan pencapain
bersama dalam  hak-hak pemajuan ekonomi, sosial dan
budava.

Salah satu karakteristik dani hak ekonomi, sosial dan
budaya adalah dikategorikannya sebagai hak-hak positif
(positif right). Dikatakan positil karena untuk merealisasikan
hak-hak yang diakui dalam kovenan tersebut diperlukan
keterlibatan negara vang sangat besar, negara haruslah
berperan aktif. "'

Untuk menangkap makna negara kesejahteraan secara
lebih baik, maka pemikiran salah seorang Proklamator
Mohammad Hatta (Bung Hatta) dapat menjadi rujukan.
Hatta dalam sidang BPUPKI tanggal 15 Juli 1945 menyatakan
bahwa negara Indonesia yang akan didirikan adalah dengan
konstitusi yang sedang mereka rumuskan dalam sidang
BPUPKI adalah “negara pengurus”. Apa yang dimaksud
Hatta dengan negara pengurus adalah negara kesejahteraan
atau ‘welfare state’, hal inl tercermin dalam rumusan UUD
1945, Bab XIV mengenai kesejahteraan sosial ™

Tujuan pembangunan ekonomi menurut Hatta haruslah
diarahkan kepada bagaimana menciptakan suatu masyarakat
Indonesia yang adil dan makmur. Masyarakat yang adil
makmur menurut Hatta memuat dan berisikan “kebahagiaan,
kesejahteraan, perdamatan dan kemerdekaan”. '

11 Sevara diomatral bak sipil G politik dikategorikan sebagai hak negatl, kare-
i megye hars abstaim atau tlak bertimdak dalam rang ko mercalissikan hak-hak
sy Dbl ki kovenan Pean negara baoskal pasil Libat il hal Kasim, 20601
* MAewrrriohioon Adlinikiss .lq'.lhud'nr- 1Rkt Fhornevient  Sesirald it aldawn™ Boala |r|.‘1'|1lr.'l.lll.ir n-
tonk Bk 1l Kasun & [obunes da Mosonmos Avos (Bditor), 2000 Hak £ Koo,
Soaial, Ruahayg 1 sepewan Prkiharsd (Wb 2, kit FlLSAM

12 Jimby Aseduichbigped, PR @ e KB it Rakoal daldi Vodstiteei Pelikia
ranrrgpdd i Indontesaa, labartial 170 Telvliae Boou vam T hiwavie Bl 2200004
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Ferkait dengan bescgaliteraan, Hatta mengelaskan baliwg
tidak mudal Baginga vtk menpelaskan apu vang dinksig
dengan kescpahterson D mengalami kesulitan antul
membedakan antara kesephteraan dengan kebabagioag
Adan tetapn pada umumnya kata | latka

“akeseylitleraan adalale pevasaan fudup iy setinghig
lebidt tingen dari kebadwgin. Chearrg aevasa ladipmgg
sepalitern apnbila o mevasa senang, bidah Kovang staky
apa dilwm batas yang. dwapanuga, g fenterany
lahtr dan batm terpelthara, t merasakan keadiiaon didin,
hidupnya... wa lerlepas dart kemiskenan yang meniihsg
dan balww kemiskinan yang mengancam”

Jadi dengan demikian, sescorang dikatakan scpahier
menurut Hatta, kalau tingkat kehidupannya sudah di atay
vang pertama schingga dia tidak lagi disibukkan oleh urusap
pemenuhan kebutuhan pokdknva, Dia sudah mulai terlibag
pada pemenuhan kebutuhan sekunder bahkan tersier, Yang
lebih penting lagi kata Hatta dia telah merasakan ketenangan
dan keadilan dalam hidupnya,

Ada beberapa alasan mengapa svatu pemerintahan
memilih sistem negara hesejahteraan, Alasan-alasan lersebul
menjadi tujuan sekaligus juga menjadi alat ukur kesuksesan
dalam menjalankan sistem negara kesejahteraan. Ada enam
hal yang diajukan sebapai alasan mengapa kits harus memilib
negara kesejahteraan. Peclunn adalah untuk mempromosikan
efisiensi ekonomi; hedin untuk mengurang kemiskinan; ketigy
mempromosikan kesamaan sosial (socul equality): kecmipal
mempromosikan integrasi  sostal  atas menghindarkan
ekslusi sosial; kelima mempromosikan stabilitas sosial; dan
vang keenam mempromosikan otonomi atau kemandinian

o Thad, Wil 48
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Cirrutama negaa kesejahteraonadalah adany a kewajiban
pemerintah untuk mewujudkan Kesejahteraan umum bagi
warganya, Dengan kata lain, ajaran welfore stale merupakan
bentuk  konkret  dari peralihan  prinsip  staatsonthowding,
vang membatasi  peran negara dan pemerintah untuk
mencampuri kehidupan ekonomi dan sosial masvarakat,
menjadi  staatshemocienis vang menghendaki negara dan
pemerintah berperan akbf dalam kehidupan ckonomi dan
sosial masvarakat, sebagai langkah untuk mewujudkan
kesejahteraan umum, di samping menjaga ketertiban dan
keamanan (rust en orde).

Menurut E. Utrechl, sejak negara turul serta secara
aktif dalam pergaulan kemasvarakatan, tugas/pekerjaan
pemerintah makin lama makin luas. Administrasi Negara
diserahi kewajiban untuk menyelenggarakan kesejahteraan
umum (bestuurszorg), Diberinya tugas  “bestunrszorg”  itu
membawa  konsckuensi yang khusus bagi  administrasi
negara, Agar dapal menjalankan tugas menyelenggarakan
kescjahteraan rakyat, menyelenggarakan pengajaran bagi
semuid warga negara secara baik, maka administrasi negara
memerlukan kemerdekaan untuk  dapat bertindak  atas
inisiatif sendiri, ternlama dalam  penyelesaian  soal-soal
genting yang, tmbul dengan mendadak twetapi peraturan
penvelenggaraannya belum ada atau belum dibuat oleh
badan-badan kenegaroan vang diserahi fungsi legslatif.
Pemberian kewenangan kepada administrasi negara untuk
bertindak atas inisiatf sendin lazim dikenal dengan istilah
Jrewes Dromessen atao disore lonary power, I
15 Tim Penelitn PSTK Uiy acmagiina, 2008 MNegara Sese b v dan Clobalisas
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Sevara gujue haros sk bahwa word dan hoimary
negara kesepabieraan vang kit anul masih by g grang
dari api” atin kita masily et negara kesealiteraan
Contolt konkret adalah masib tingginya angha komishing
dalam: data statistbe dar tahun ke thun, Kemiskinan telals
membatasi hak-hal rakyat dalam memperaleh pekerjoan
layak bagi kemanusiaan, memperoleh perlindungan hukum,
memperoleh rasa aman, memperoleh akses alas kebutulum
hidup (sandang, pangan dan papan) vang terangkan,
memperoleh akses atas kebutuhan pendidikan, memporaleh
akses atas kebutuhan  kesechatan, memperoleh  keadilan,
berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik dan
pemerintahan, bahkan hak rakyat dalam menats dan
mengelola pemerintahan dengan baik,

Data Badan Pusat Statistik juga menunjukkan babwa, nilai
tukar petani terus merosol. Pada tahun 1976, nilai tukar petani
113, pada 1979 dan 1989 bahkan mencapai angka tertinggi |,
yvakni 117. Namun pad tahun 1993 merosot menjadi 95 dan
talun 2009 nilai tukar petani bulanan tertinggi hanya 101

Melihat data tersebut di atas bahwa sebutan Indonesia
negara agraris menjadi tidak terbantahkan, namun kenvataan
menunjukkan lain. Pertanian sebagai soktor yang nu-m--nl.un;!‘
sebutan bumi agraria, masih lerhalang banyak pv;w-nlan
Misalnya kescjahteraon petani terus menurun, impor hasil
pertanian terus membanjir, lahan pertinian terus tergusur,
pupuk langka Jdi pasar dan persoalan persoalan lain vang
memperhhatkan kondisi petani dan pertanian vang, kian
terpuruk, |

Betapa  konstituen terbesar dars pembangunan yang
telah  berjuang, keras mengangkat harkat dan martalbat
hangsa serta turut serta berkontribusi pacdan kobwirhuasilan

Persanda, bl 177
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sistemn chonomi politik nasional,  lernyata tidak mampu
menikmat keberhasilun ersebut socara baik. Apalagi jika
stratepi pembangunan pertanian yang sedang, ditempuh
saat ini memang, tidak menempatkan petani scbagai subyek
paling penting, berharga dan harus dilindungi. Upaya
proteksi kebijakan vang dimaksudkan untuk melindungi
petani, seperti pelarangan impor beras, tata niaga impor
gula, pengenaan pajak ekspor kakao ternyata masih jauh dari
sasaran, jika tidak dikatakan menimbulkan distorsi karena
hasilnya dinikmati orang lain. *

Di tengah keterpurukan kondisi pertanian, berbagai
kajian yang pernah dilakukan terhadap petani, ternyata
dalam berbagai hal petani juga sering melakukan perlawanan
dan terlibat dalam berbagai konflik.

Konflik agraria bisa muncul karena banyak sebab, selama
ini yang lebih mengedepan adalah konflik perebutan sumber
daya agraria yang diusahakan oleh rakyat. Hal ini terlihat
dari kasus-kasus seperti pengambilalihan tanah pertanian
untuk kepentingan industri dan pariwisata, maupun konflik
yang disebabkan percbutan sumber daya agraria yang
kelihatannya belum diusahakan oleh rakyat, tetapi sudah ada
dalam penguasaan masvarakat serta berbagai sebab lain yang
melibatkan negara atau tidak, ™

Reaksi defensif petani merupakan kecenderungan reaksi
petani di Indonesia ketika lahan mercka diambil. Dengan
kata lain, gerakan petani di Indonesia lebih mendekati
pola defensif daripada reformatif. Aksi-aksi protes dan
demonstrasi menolak penggusuran merupakan aksi spontan

19 Busthaoul Arifin, 2007, | Tstraouey Fkiniont Palrik ]"..u.-.-‘l,cmr ilin vrtannan, I,jkﬂﬂn;
Raja Cerafinadis Porsaida, hlm 252 753
2 Buer Fanatt el (19973 Toealhe Dhenn Vivnbmmgeninian. Pustabos Sinae Harapan,

lkarrt; Subenibar Frcang dan (Wbl Bason (194 Tamah Sebpn & osoditas, Kaistr
Eritei s Eitpoban Pertaendiin (ale Baee 10SAM, Joakanrnia; Sunbitinding Fdang, dan
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preod ks yang: scara ehonomi st berart Aksa-absi [
dan demonsirs portani menolak wntuk imenanam TR
tertentu (Seporte perakan anti Tebu  Rabyal Fvelemesna
merupakan aksi spontan petam untuk e perbabin kg
dird dari ancaman kekacasan dalam kebiasan Lok prrodiih s
vang selama ind menjamin dan mengamankan petam dari
krisis pangan. Menoreut hasil penelition Siahaan, ' i 17
(tujuh belas) desa di Jawa Vimur, aksi pembangkangan petani
tebu merupakan reaksi rasional untuk mengartthulsikan
kepentingan mercka terhadap hegemoni birokrasi Sebaga
bentuk  perlawanan, pembangkangan potani buban ahs
pembrontakan petani karena tidak diikat oleh kesadaran he las
tetapi dipersatukan oleh kesadaran persamaan pengalaman
terjadinya proses marginalisasi dalam sistem produksi TR

Sementara dilihat dari sisi sejarah poliik pertanian, nuaka
perlindungan lerhmlak petani mengalami pasany, surul vang
berujung pada degradasi dan marginalisasi.

Periode Orde lama ada usaha untuk membenahi
struktur penguasaan tanah demi keadilan dan peletakan
dasar kebijakan pertanian vang merakyvat, Koperasi pertanian
(Koperta) mulai dibangun, akan tetapi sayvangnva gagal dalam
pengelolaan, karena banvak diserahkan kepada pamomg,
desa vang tidak mempunyai hemampuan kewirausahaan.
Mengingat kesulitan pangan sedang dialami pada saat iy,
budidaya padi juga digalakkan molalui program swasembada
bahan makanan. Perpolakan politik memelang dan dalam
tahun 1965 akhirmya mengagalkan usaha-usaha tersebul
diatas, ~

—
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Bagammanakah komdist negara ksejahteraan saat ini? Per
Maret 2010, menurat 5%, jumilah orang miskin 31, 02 juta jiwa
dengan pengeluaran sehari Rp, 7.000 atau katakanlah sama
dengan | dollar AS. Kalau angka pendapatan perhari 2 dollar
AS seperti yang dipakai Bank Dunia yang dipergunakan,
bisa-bisa angkanya sckitar 50 persen.

Angka pengangpeuran juga masih 8, 59 jula orang atau
741 persen dari total angkatan kerja. Disini kita bicara tentang
pengangguran  terbuka, bukan setengah pengangpuran.
Banyak TKI legal dan ilegal, yvang menyabung nasib di negeri
orang yang jumlahnya 4 juta - 5 juta orang.

Dengan model pembangunan ekonomi seperti sekrang
ini, kemampuan mengurangi kemiskinan dan pengangguran
masih  diragukan  karena “translasi” ke bawah dan
pertumbuhan ckonomi yang ada masih jadi persoalan. Kalau
rakyat terus diberikan bantuan atau subsidi, itu namanvya
kedermawanan, bukan pemberdayaan.®

C. KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah reformasi dan otonomi daerah dilaksanakan,
rakvat kehilangan pemerintah yang berwibawa, negara dan
pemerintah memang masih ada, tetapi sekaligus juga tidak
ada karena tidak hadir dalam kehidupan rakyat.

Megara kesejahteraan dan mewujudkan kesejehteraan
semestinva  menjadi  indikator  keberhasilan  pemorintah
dalam mengelola negara. Sebal tercapai atau tidaknya tujuan
negara bisa menjadi ukuran keberhasilan dan kegagalan
negara menjalankan fungsiny..
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